
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1295, 2017 KEMENHUB. Bandar Udara. Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139. 
Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

           NOMOR   PM 83 TAHUN 2017                 2014 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139  

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139) 

TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan mengenai bandar udara telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 

Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety 

Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome); 

  b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety 

Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) 

masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan 

sesuai dengan ICAO Annex 14 edisi ke-7 amandemen ke-

13;xc  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation 

Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara 

(Aerodrome); 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar 

Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5295); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 

2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety 

Management System); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas 

Bandar Udara; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 816); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139) 

TENTANG BANDAR  UDARA (AERODROME). 
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Pasal 1 

(1)  Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 

139) tentang Bandar Udara (Aerodrome).  

(2)  Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 

(Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar 

Udara (Aerodrome) tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

 

Pasal 2 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety 

Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) 

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

 

Pasal 3 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan 

melaporkan kepada Menteri Perhubungan.  

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
 

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) 

tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407); dan 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 

2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 03-7067-2005 Mengenai Teknis Fasilitas 

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam 

Kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara Sebagai Standar 

Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 September 2017 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

 BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 September 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 83 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN 
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION 
PART 139)TENTANG BANDAR UDARA 

(AERODROME) 

 

 

 

 

 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL 

 

(P.K.P.S) 

 

 

 

BAGIAN 139 

 

 

 

 

 

BANDAR UDARA 

 

 

 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

REPUBLIK INDONESIA 
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